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KATA SAMBUTAN
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu
pengetahuan dan teknologi ilmu kedokteran, menuntut tersedianya sumber daya
manusia yang handal dan terampil serta profesional dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Di lain pihak, tersedianya alat dan teknologi yang
canggih akan mudah memperoleh informasi dengan cepat sehingga masyarakat
sebagai pengguna sadar akan hak-haknya disamping kewajiban-kewajiban yang
harus ia penuhi.

Perlu kita sadari bahwa akhir-akhir ini dirasakan peningkatan keluhan
masyarakat baik di media elektronik maupun media cetak terhadap tenaga
dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kita memahami bahwa
pelayanan kesehatan merupakan proses hilir, baik buruknya pelayanan
kesehatan ditentukan proses dari hulu, yaitu pendidikan profesi kedokteran.

Semua ini tentu tidak terlepas dari bagaimana proses pendidikan dokter spesialis
sehingga benar-benar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kedokteran mutakhir, sehingga seorang dokter spesialis mempunyai
kompetensi yang handal dengan tetap menjaga etika kedokteran.

Buku ini disusun sebagai standar dalam penyelenggaraan pendidikan dokter
spesialis. Kepada tim penyusun dan para kontributor, kami ucapkan selamat dan
penghargaan atas dedikasi dan terbitnya buku Standar Pendidikan Profesi Dokter
Spesialis ini.

Yusa, dr., SpOG, MARS
Konsil Kedokteran Indonesia
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KATA SAMBUTAN
KETUA KONSIL KEDOKTERAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, bimbingan, petunjuk dan kekuatan-Nya kepada Kkita,
buku Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis yang pertama di Indonesia ini
dapat diselesaikan. Buku ini merupakan hasil karya dan kerja keras semua
stakeholders yang di fasilitasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia; dan disahkan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan yang diamanahkan oleh
Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Proses
penyusunannya juga memakan waktu yang cukup lama dan melibatkan seluruh
stakehoders antara lain Organisasi Profesi (IDI), Asosiasi Institusi Pendidikan
Kedokteran Indonesia (AIPKI), lkatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia
(IRSPI), Kolegium, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan
Nasional.

Perkembangan dunia yang sedang memasuki era globalisasi dan era
perdagangan bebas yang melibatkan hampir semua sektor kehidupan, tidak
terkecuali dunia kedokteran, menuntut kita untuk meningkatkan
profesionalisme para pelaku dunia kedokteran. Amanah Undang-Undang RI
No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk membuat Standar
Pendidikan Profesi Dokter Spesialis merupakan usaha dan upaya ke arah
tersebut.

Buku Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis merupakan suatu instrumen
yang dapat digunakan oleh Intitusi Pendidikan Dokter Spesialis dan stakeholders
dalam rangka penjaminan mutu. Standar ini dapat digunakan untuk menilai
input, proses dan output program pendidikan sesuai kompetensi yang
ditetapkan. Selain itu standar ini dapat pula dipergunakan untuk kepentingan
evaluasi diri dalam rangka perencanaan program perbaikan kualitas proses
pendidikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
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Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis ini masih bersifat umum dan
merupakan acuan dalam menyusun standar program pendidikan spesialis dan
subspesialis (spesialis konsultan) dari masing-masing cabang ilmu. Diharapkan
setiap kolegium dapat menyusun standar pendidikan dan standar kompetensi
yang lebih rinci sesuai dengan cabang ilmu masing-masing, disertai indikator
kinerja yang dapat diukur untuk menilai kinerja penyelenggara program, dalam
rangka mendapatkan pengesahan Konsil Kedokteran Indonesia.

Dengan diberlakukannya Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis,
diharapkan pemantauan dan evaluasi pendidikan dokter spesialis dan
subspesialis (spesialis konsultan) dapat dilakukan secara berkesinambungan,
untuk menjamin mutu pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.

Sebagai Ketua Konsil Kedokteran, saya mengucapkan selamat dan penghargaan
yang tinggi kepada Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia, Asosiasi
Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Majelis Kolegium Kedokteran
Indonesia (MKKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Rumah Sakit Pendidikan
Indonesia (IRSPI), Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan
Nasional, terutama kepada mereka yang duduk dalam Kelompok Kerja Konsil
Kedokteran Divisi Pendidikan Kedokteran yang selama ini telah bekerja keras
menyusun Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis ini.

Semoga buku Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis ini bermanfaat bagi
kita semua dan segala upaya yang telah dilakukan akan bermanfaat dalam upaya
mencapai tujuan kita bersama .

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Prof. Dr. Farid Anfasa Moeloek, dr, SpOG (K)
Ketua Konsil Kedokteran
Registrar
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KATA PENGANTAR

Profesi kedokteran sebenarnya telah lama menjadi sasaran kritik sosial yang
tajam. Rasa kurang puas terhadap profesi kedokteran muncul dalam media
massa. Sejauh ini, masyarakat biasanya baru tersentak jika pelanggaran etik
kedokteran menyangkut juga bidang hukum. Baik hukum pidana maupun
perdata. Dengan makin berkembangnya kesadaran masyarakat akan hak
mereka dan kewajiban profesi kedokteran, tindakan-tindakan yang merupakan
pelanggaran etik kedokteran makin mudah tampak. Hal-hal yang dahulu tidak
dikenal sebagai pelanggaran, sekarang sudah mulai disadari. Bahkan tindakan-
tindakan yang sebenarnya tidak termasuk pelanggaran etik dengan mudahnya
dianggap sebagai pelanggaran etik, bahkan dinyatakan sebagai malpraktek. Ini
semua menimbulkan kesan bertambahnya kasus-kasus pelanggaran etik.
Tambahan lagi kemajuan ilmu kedokteran merupakan peluang baru untuk
timbulnya masalah-masalah etik.

Kemampuan mengambil keputusan etik tidaklah sama pada semua dokter.
Pendidikan dokter hampir semuanya diarahkan kepada penguasaan ilmu dan
keterampilan untuk membuat diagnosis, dan mengambil keputusan ilmiah.
Namun, pendidikan formal dan latihan dalam melakukan penilaian etik untuk
menuju kepada pengambilan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan,
sangat sedikit, bahkan banyak yang tidak mendapatkannya sama sekali.
Pengambilan keputusan etik perlu dibiasakan, terutama secara formal di fakultas
kedokteran, dengan suatu metode yang menggunakan jalur penalaran rasional.

Prinsip dasar etika kedokteran meliputi : prinsip tidak merugikan (non
maleficence), prinsip berbuat baik (beneficence), prinsip menghormati otonomi
pasien (autonomy), dan prinsip keadilan (justice).
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Prinsip tidak merugikan (non maleficence), merupakan prinsip dasar
menurut tradisi Hipocrates, primum non nocere. Jika kita tidak bisa berbuat baik
kepada seseorang, paling tidak kita tidak merugikan orang itu. Dalam bidang
medis, seringkali kita menghadapi situasi dimana tindakan medis yang
dilakukan, baik untuk diagnosis atau terapi, menimbulkan efek yang tidak
menyenangkan.

Prinsip berbuat baik (beneficence), merupakan segi positif dari prinsip non
maleficence. Tapi kewajiban berbuat baik ini bukan tanpa batas. Ada 4 (empat)
langkah sebagai proses untuk menilai risiko, sehingga kita bisa memperkirakan
sejauh mana suatu kewajiban bersifat mengikat : Orang yang perlu bantuan itu
mengalami suatu bahaya besar atau risiko kehilangan sesuatu yang penting;
penolong sanggup melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya bahaya atau
kehilangan itu; tindakan penolong agaknya dapat mencegah terjadinya kerugian
itu; dan manfaat yang diterima orang itu melebihi kerugian bagi penolong dan
membawa risiko minimal.

Prinsip menghormati otonomi pasien (autonomy), merupakan suatu
kebebasan bertindak dimana seseorang mengambil keputusan sesuai dengan
rencana yang ditentukannya sendiri. Di sini terdapat 2 unsur yaitu : kemampuan
untuk mengambil keputusan tentang suatu rencana tertentu dan kemampuan
mewujudkan rencananya menjadi kenyataan. Dalam hubungan dokter-pasien
ada otonomi Klinik atau kebebasan professional dari dokter dan kebebasan
terapetik yang merupakan hak pasien untuk menentukan yang terbaik bagi
dirinya, setelah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya.

Prinsip keadilan (justice), berupa perlakuan yang sama untuk orang-orang
dalam situasi yang sama, artinga menekankan persamaan dan kebutuhan,
bukannya kekayaan dan kedudukan sosial.

Dalam rangka memberikan kepastian dan pelayanan yang standar dalam bidang
kedokteran, buku ini telah disusun bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita
luhur mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera seutuhnya.
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Namun, tentunya tak ada gading yang tak retak. Di sana-sini tentunya masih
banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun akan sangat
kami hargai.

Jakarta, November 2006
ttd
Prof. Dr. Biran Affandi, dr., SpOG(K)

Ketua Divisi Standar Pendidikan Profesi,
Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia
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KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 21/KKI/KEP/IX/2006

TENTANG

PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS

Menimbang :

Mengingat

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

bahwa landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan
tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan,
teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui
pendidikan dan pelatihan;

bahwa pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat;

bahwa telah disusun Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis
yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan
profesi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ serta sebagai pelaksanaan dari pasal 7
dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, perlu menetapkan Keputusan Konsil
Kedokteran Indonesia tentang Pengesahan Standar Pendidikan
Profesi Dokter Spesialis;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4431);
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Menetapkan :

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS.

Mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua disusun oleh kolegium kedokteran berkoordinasi
dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran
asosiasi, rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional,
dan Departemen Kesehatan.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua merupakan acuan dan diperuntukkan bagi
semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan profesi
dokter spesialis.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan didJakarta
pada tanggal 28 September 2006

[L KEDOKTERAN INDONESIA

[ YUSA, dr, Sp.OG, MARS
KETUA,
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World Federation for Medical Education

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis

XixX




KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

PENGERTIAN UMUM

Buku Panduan merupakan penjabaran kurikulum oleh IPDS yang dipergunakan
sebagai pedoman pelaksanaan program pendidikan bagi peserta didik dan
pendidik untuk mencapai kemampuan atau kompetensi yang telah ditetapkan.

Dokter spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan program pendidikan
spesialis yang merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter.

Dokter subspesialis (spesialis konsultan) adalah dokter spesialis yang telah
menyelesaikan  program pendidikan subspesialis (spesialis konsultan) yang
merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter spesialis.

Institusi Pendidikan Dokter Spesialis adalah institusi yang melaksanakan
program pendidikan dokter spesialis yang telah diakreditasi oleh kolegium dan
telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Katalog adalah profil dari suatu program pendidikan dokter spesialis atau
subspesialis (spesialis konsultan) yang disusun oleh masing-masing kolegium ilmu
kedokteran. Katalog mencakup visi dan misi, kompetensi, daftar IPDS,
persyaratan dan alur pendaftaran calon peserta didik, pelaksanaan seleksi, lama
serta isi program dan cara evaluasi

Keahlian klinik adalah kemampuan penerapan proses klinis dan komunikasi
dalam memecahkan masalah kesehatan yang mencakup profisiensi pengetahuan
akademik dan ketrampilan klinik.

Kemampuan akademik adalah kemampuan dalam menerapkan metoda ilmiah
untuk pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengembangan diri, dan
berkomunikasi secara efektif.

Kolegium Ilmu Kedokteran adalah badan yang dibentuk oleh organisasi
profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu
cabang disiplin ilmu tersebut.
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Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi
pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah
menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Area kompetensi dokter
spesialis meliputi area kompetensi dokter dengan pendalaman keilmuan pada
masing-masing bidang spesialisasi dan subspesialisasinya termasuk kompetensi
dalam melaksanakan pendidikan profesi.

Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri,
nonstruktural, dan bersifat independen, terdiri atas konsil kedokteran dan
kedokteran gigi. (Undang-undang Rl No.29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran).

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang
meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian,
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) adalah organisasi (majelis)
yang anggotanya terdiri dari para ketua kolegium ilmu kedokteran.

Profesionalisme merupakan uraian tentang pengetahuan, ketrampilan, sikap
dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dan pasien dari seorang dokter
selama menjalankan tugas profesinya. Di dalamnya termasuk pemahaman tentang
kemampuan belajar seumur hidup dan mempertahankan kompetensi,
kemampuan memanfaatkan dan menyampaikan informasi, etika, integritas,
kejujuran, mengutamakan kepentingan pasien (altruism), melayani pihak lain,
terikat dengan kode etik profesi, adil dan saling menghormati satu dengan yang
lain.

Stakeholders pendidikan dokter spesialis adalah semua pihak yang
berkepentingan dengan pendidikan dokter spesialis yakni peserta didik, IPDS, RS
Pendidikan, Kolegium Dokter dan Dokter Spesialis, Perhimpunan Profesi Dokter
dan Dokter Spesialis, Depkes, Depdiknas, KKI dan wakil masyarakat.

Standar Kompetensi adalah kompetensi minimal yang harus dicapai dalam
pendidikan. Standar kompetensi ditetapkan oleh kolegium.
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Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis adalah kriteria minimal
komponen pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap IPDS dalam
penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis. Standar Pendidikan Profesi Dokter
Spesialis disusun oleh kolegium ilmu kedokteran berkoordinasi dengan organisasi
profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan,
Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Pengesahan
standar dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. Rasional

Pencapaian kesehatan optimal sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu
unsur kesejahteraan umum yang akan turut menjamin terwujudnya pembangunan
kesehatan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut perlu diciptakan berbagai upaya
kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan
masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung
dengan proses pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. [lmu
pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi yang didapat
selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat
melakukan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan
kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi
seluruh masyarakat. WFME mempromosikan suatu standar keilmuan dan etika
yang tinggi, menerapkan metoda pembelajaran dan sarana instruksional baru, serta
manajemen yang inovatif pada pendidikan kedokteran.

Pendidikan dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis (spesialis konsultan)
adalah pendidikan berbasis akademik dan profesi. Pendidikan dokter spesialis
adalah jenjang lanjut pendidikan dokter. Pendidikan dokter spesialis konsultan
merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter spesialis.

2. Landasan Hukum

Dalam ketentuan umum Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah
kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Agar lulusan pendidikan dokter spesialis di seluruh
Indonesia mempunyai mutu yang setara maka perlu ditetapkan standar nasional
pendidikan profesi dokter spesialis.
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Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 29
tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa standar pendidikan
profesi dokter dan dokter gigi adalah standar yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Sistem
pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian,
apabila setiap komponen pendidikan yang terkait dengan pendidikan dokter
spesialis mempunyai standar yang sama maka dokter spesialis yang dihasilkan
akan dijamin mempunyai mutu yang sama pula.

3. Pengertian Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis di Indonesia adalah perangkat
penyetara mutu pendidikan dokter spesialis yang dibuat dan disepakati bersama
oleh stakeholders pendidikan dokter spesialis. Standar pendidikan profesi dokter
spesialis juga merupakan perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan
pendidikan sesuai kompetensi. Standar pendidikan dapat pula dipergunakan oleh
IPDS untuk menilai dirinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program
perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Komponen standar pendidikan profesi dokter spesialis meliputi isi, proses,
kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,
pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari masing-masing
komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan
berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
(medical science and technology), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan
kedokteran (medical education and technology) dan tuntutan masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan (public health needs and demands).

Salah satu dokumen yang diterbitkan WFME adalah standar global pendidikan
kedokteran pasca sarjana (postgraduate medical education). Dokumen ini
dilengkapi cara untuk memperbaiki kualitas pendidikan kedokteran secara global.
Pendidikan dokter spesialis dan subspesialis (spesialis konsultan) termasuk dalam
dokumen ini. Dengan pengaruh globalisasi, pendidikan dokter spesialis dan
subspesialis (spesialis konsultan) harus mengikuti standar internasional.
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4. Tujuan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis disusun secara garis besar dengan
tujuan agar dapat diterapkan untuk semua program studi pendidikan dokter
spesialis dan spesialis konsultan yang saat ini sudah ada. Substansi standar
pendidikan yang terinci dan terukur untuk masing masing program studi akan
dikembangkan oleh masing-masing kolegium yang terkait.

Untuk memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis, setiap IPDS harus
mampu menunjukkan dokumen yang dibutuhkan, baik dokumen tentang proses
penyusunan maupun dokumen tentang penerapan proses pendidikan yang
dilakukan.

Berbagai hal yang terkait dengan standar pendidikan diuraikan lebih rinci pada bab
selanjutnya.
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BAB 11
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER SPESIALIS

1. Misi dan Tujuan Pendidikan

1.1. Misi

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.14.

Setiap IPDS harus mempunyai dan menetapkan misi dan tujuan

pendidikan.

Misi disusun mengacu pada tujuan pendidikan.

Pernyataan misi dan tujuan pendidikan harus mencantumkan

proses pendidikan spesialis berbasis praktik, menghasilkan

dokter spesialis yang kompeten, serta memasukkan isu umum
dan khusus sesuai dengan kebijakan nasional maupun regional.

Secara umum misi pendidikan mencantumkan :

1.14.1. Pendidikan mampu meningkatkan inovasi
pembelajaran peserta didik untuk mencapai
kompetensi yang dapat meningkatkan efektifitas
pelayanan.

1.1.4.2. Pendidikan dapat memberikan peluang kepada
peserta didik untuk mampu menjadi pakar dalam
bidang kedokteran yang dipilihnya.

1.1.4.3. Pendidikan dapat mempersiapkan peserta didik untuk
mampu belajar terus menerus secara mandiri dan
atau siap mengikuti pendidikan kedokteran
berkelanjutan dan pengembangan profesi
berkelanjutan.

1.2. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

1.2.1.

Tujuan umum pendidikan dokter spesialis menghasilkan dokter
spesialis dengan kemampuan akademik dan keahlian Klinik
seorang profesional.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis




1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

1.2.2. Tujuan khusus pendidikan dokter spesialis menghasilkan dokter
spesialis yang mempunyai kompetensi khusus dalam disiplin
ilmu kedokteran tertentu.

Perumusan Misi dan Tujuan Pendidikan

Perumusan misi dan tujuan pendidikan dokter spesialis ditetapkan
bersama dengan stakeholders.

Profesionalisme dan Kemandirian

Proses pendidikan dokter spesialis merupakan kelanjutan pendidikan
dokter dengan tujuan meningkatkan kualitas profesionalisme yang lebih
tinggi dalam disiplin ilmu tertentu. Pendidikan harus mampu
meningkatkan kemandirian profesi sehingga dokter spesialis mampu
memberikan pelayanan terbaik bagi pasien dan masyarakat.

Hasil Akhir Pendidikan

1.5.1. Hasil akhir pendidikan harus memenuhi kompetensi yang
tercantum dalam kurikulum masing-masing disiplin ilmu.

1.5.2. Kompetensi yang dicapai berbentuk kompetensi umum dan
kompetensi khusus.

1.5.3. Rincian kompetensi, termasuk tingkat kompetensi yang harus
dicapai peserta PPDS ditentukan oleh masing-masing kolegium.

2. Proses Pendidikan

Pendekatan Pembelajaran

2.1.1. Pendidikan dokter spesialis harus merupakan program yang
sistematik, yang menguraikan secara jelas komponen umum
dan khusus kegiatan pendidikan.

2.1.2. Pendidikan dilakukan berbasis praktik yang komprehensif
melibatkan peserta didik pada seluruh kegiatan pelayanan
kesehatan di bawah supervisi dan ikut bertanggung jawab
terhadap aktivitas pelayanan tersebut.
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2.1.3. Program pendidikan mencakup integrasi antara teori dan
praktik.

2.1.4. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, sehingga
dapat memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, memberikan
kesempatan yang memadai untuk dapat berprakarsa,
melakukan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan
pengembangan disiplin ilmu yang telah dipilihnya.

2.1.5. Dalam proses pembelajaran staf pendidik berperan sebagai
pembimbing, pendidik dan penilai.

2.1.6. Peserta didik dimungkinkan untuk melakukan konseling
pendidikan kepada KPS atau staf yang ditunjuk.

2.1.7. Proses pendidikan harus memperhatikan keselamatan pasien
dan peserta didik.

Metoda Ilmiah

Proses pendidikan harus memberikan kemampuan penguasaan metoda
ilmiah, berupa kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan
keputusan Klinik berbasis bukti.

Isi Pendidikan

2.3.1.

2.3.2.

Isi pendidikan merupakan kajian dan pemecahan masalah

berbagai penyakit dan atau masalah kedokteran dan kesehatan,

terutamadi Indonesia, serta pengembangan ilmu terkait.

[si pendidikan mencakup :

2.3.2.1. Pengetahuan dasar meliputi pengetahuan biomedik
dan Klinik yang terkait dengan kebutuhan pelayanan
kesehatan. Pemahaman dan penerapan ilmu sosial
dan perilaku serta etika.

2.3.2.2. Keterampilan dasar meliputi keterampilan intelektual
untuk menerapkan metoda ilmiah baik dalam upaya
pendekatan pemecahan masalah, pengambilan
keputusan, penelitian dan manajemen serta
ketrampilan interpersonal termasuk di dalamnya
hubungan dokter-pasien, berkomunikasi, melakukan
pemeriksaan fisik dan berbagai prosedur ketrampilan
yang dibutuhkan.
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Dalam melakukan pelayanan kepada pasien, isi pendidikan
dokter spesialis ditetapkan oleh kolegium kedokteran terkait.
Kompetensi dalam kurikulum memuat komponen-komponen
pendidikan yang bersifat akademik dan profesional.
Penyusunan kurikulum dan proses pendidikan harus dapat
menjamin tercapainya kompetensi dokter spesialis.

2.4. Struktur, Komposisi dan Lama Pendidikan

24.1.

242

243.

244

24.5.

Program pendidikan harus menyatakan secara jelas tujuan
pendidikan, struktur dan lama pendidikan, penjelasan tentang
hubungan antara pendidikan dokter dengan pelayanan
kesehatan, serta komponen kompetensi yang bersifat wajib dan
pilihan, bila ada.

Struktur, komposisi, serta lama pendidikan ditetapkan dengan
mengacu pada kompetensi pendidikan yang ditetapkan oleh
Kolegium secara nasional dan kompetensi tambahan yang
ditetapkan IPDS serta diuraikan secara rinci dalam Buku
Panduan.

Pendidikan diselenggarakan dalam 3 tahapan pencapaian
kompetensi yang terdiri dari tahap pengayaan, tahap magang,
dan tahap mandiri.

IPDS dalam melaksanakan program pendidikan menyusun
buku panduan untuk peserta PPDS dan staf pengajar.

Buku Panduan harus menggambarkan struktur pendidikan
dengan menetapkan tahapan-tahapan pendidikan yang akan
dijalani, rincian penempatan, pengalaman yang harus dicapai
dan semua kegiatan yang akan dijalani peserta didik selama
menjalani program pendidikan.

2.5. Hubungan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

2.5.1.

25.2.

Dalam pendidikan keprofesian harus tercipta integrasi antara
pelayanan kesehatan dan proses pendidikan.

Berbagai bentuk pelayanan klinik yang tersedia harus tetap
berjalan secara optimal disertai dengan peningkatan kualitas
pelayanan selama proses pendidikan berlangsung.
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2.53.

KONSIL KEDOKTERAN
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Standar Pelayanan Medik merupakan salah satu titik temu antara
pelayanan kesehatan dengan aktivitas pendidikan.

2.6. Manajemen Proses Pendidikan

Proses pendidikan dikelola bersama oleh IPDS, Kolegium, dan RS
Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.

IPDS bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan,
pengambilan keputusan, dalam melakukan koordinasi untuk
setiap proses pendidikan serta melakukan penilaian terhadap
proses pendidikan dan melakukan inovasi baru program
pendidikan.

IPDS diakreditasi oleh kolegium yang bersangkutan.

IPDS menyediakan fasilitas pendidikan yang dapat menjamin
tercapainya kompetensi.

3. Sistem Evaluasi Peserta Didik

3.1. Metoda Penilaian

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

3.1.5.

3.1.6.

Metoda dan instrumen penilaian serta kriteria kelulusan disusun
dan ditetapkan oleh pengelola program.

Keandalan dan kesahihan metoda penilaian harus dievaluasi
secara berkala.

Penilaian mencakup seluruh kegiatan pendidikan baik
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

Selama proses pendidikan, penilaian dilakukan secara terstruktur
pada tiap tahap pendidikan yang dilaksanakan oleh KPS
berkoordinasi dengan Kolegium terkait, dengan memperhatikan
kompetensi yang harus dicapai sesuai dengan tahap pendidikan.
Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan
penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
Pada akhir pendidikan, metoda penilaian dan uji kompetensi
dilakukan oleh Kolegium terkait, dengan mengikut sertakan
penguji luar (external examiner).
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3.2. Hubungan Antara Penilaian dan Pendidikan

3.2.1. Prinsip, metoda dan penerapan penilaian harus sesuai dengan
tujuan pendidikan dan mendorong pengembangan proses
belajar dan mengajar.

3.2.2. Prosesdan hasil penilaian harus menggambarkan terlaksananya
proses pendidikan dengan kualitas yang memadai.

3.3. Umpan Balik kepada Peserta Didik

3.3.1. Umpan balik kinerja peserta didik harus diberikan secara
berkala sepanjang proses pendidikan.

3.3.2. Umpan balik kinerja peserta didik tersebut dipergunakan pula
untuk pengembangan pendidik dan peningkatan kualitas proses
pendidikan

4. Peserta Didik
4.1. Penerimaan Peserta Didik

4.1.1. IPDS harus memiliki kebijakan seleksi penerimaan yang
diterapkan secara jelas, transparan dan obyektif menurut suatu
metoda baku sehingga penerimaan calon peserta didik
berlangsung secara adil.

4.1.2. Kebijakan seleksi penerimaan mempertimbangkan potensi dan
kemampuan spesifik yang dimiliki calon peserta didik sesuai
dengan prasyarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing
Kolegium terkait.

4.1.3. Seleksi penerimaan peserta PPDS sedikitnya mencakup seleksi
administrasi dan seleksi kemampuan akademik calon peserta
didik.

4.1.4. Alurlamaran calon peserta PPDS dikoordinasi oleh KKI.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

Jumlah Peserta PPDS

4.2.1.

422

Jumlah peserta PPDS vyang diterima secara nasional
direncanakan oleh Kolegium terkait sesuai dengan kebutuhan
nasional dengan tetap memperhatikan kualitas peserta.

Setiap IPDS menerima peserta didik yang sesuai dengan daya
tampung yang dimiliki RS Pendidikan, jumlah pendidik dan
sarana/prasarana lainnya sehingga akan terjamin
berlangsungnya pendidikan yang berkualitas.

Bimbingan dan Konseling

Penyelenggara pendidikan memiliki sistem bimbingan dan konseling
peserta didik yang mampu membantu memecahkan masalah yang
dihadapi, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

Kondisi Kerja

44.1.

442

Peserta didik memperoleh pendidikan di RS Pendidikan serta
jejaringnya yang mempunyai pelayanan komprehensif dan
memberi peluang untuk terlaksananya pelatihan keprofesian
dan sekaligus pendidikan akademik dalam kurun waktu yang
sesuai dengan Kketetapan sebagaimana tercantum dalam
kurikulum.

Beban tugas peserta didik tercantum secara terstruktur dengan
jelas dalam Buku Panduan yang dibuat oleh IPDS. Dalam Buku
Panduan tercakup pula penjabaran secara rinci tentang hak,
kewajiban dan tanggung jawab peserta didik.

Perwakilan Peserta Didik

45.1.

45.2.

Peserta didik adalah anggota IDI dan ditetapkan pula menjadi
anggota muda organisasi profesi spesialis terkait.

Peserta didik dapat membentuk perwakilan yang dapat
membantu memperlancar proses pendidikan.
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4.5.3. Perwakilan peserta didik dapat memberikan umpan balik secara
layak dalam hal perancangan, pengelolaan dan evaluasi
kurikulum atau hal lain yang relevan dengan kepentingan
pendidikan.

4.5.4. Penyelenggara pendidikan berkewajiban  membantu dan
memfasilitasi aktivitas dan organisasi peserta didik.

5. Staf Akademik
5.1. Kebijakan Penerimaan Staf

IPDS memiliki kebijakan yang jelas dan transparan dalam melakukan
penerimaan staf.

5.2. Pengembangan Staf

5.2.1. Universitas dan IPDS menetapkan kebijakan dalam sistem
penempatan dan promosi staf berdasarkan kemampuan
mendidik, meneliti dan menjalankan tugas pelayanan, serta
prestasi akademik.

5.2.2. Dalam pemberian tugas pendidikan dipertimbangkan pula
keseimbangan antara staf pendidik dan peserta didik sehingga
proses pembelajaran dapat berlangsung efekiif.

5.2.3. IPDS mempunyai program pengembangan dan penghargaan
terhadap staf akademik maupun staf yang lain

5.2.4. IPDS menentukan hak dan tanggung jawab staf pendidik yang
bekerja di rumah sakit pendidikan utama atau di sarana jejaring
pelayanan kesehatan lainnya yang dipergunakan untuk
pelaksanaan pendidikan dokter spesialis.

6. Sumber Daya Pendidikan
6.1. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan
6.1.1. Rumah sakit yang dipergunakan untuk pendidikan harus sudah

terakreditasi oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan
akreditasi RS Pendidikan.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.1.2.
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6.1.1.1. Akreditasi merupakan upaya untuk mempertahankan
dan meningkatkan mutu pendidikan.

6.1.1.2. Pada pembentukan program studi baru atau evaluasi
program pendidikan, dilakukan akreditasi RS
Pendidikan untuk menentukan pencapaian
kompetensi sesuai kurikulum pendidikan program
studi tersebut .

Fasilitas pendidikan dapat pula berupa rumah sakit jejaring yang

telah terakreditasi atau sarana kerja lapangan sehingga mampu

memenuhi kebutuhan pelatihan keprofesian peserta didik.

Fasilitas Fisik

6.2.1.

6.2.2.

Fasilitas fisik yang dipunyai oleh penyelenggara pendidikan
harus memenuhi syarat akreditasi dan dapat memenuhi
kebutuhan pendidikan akademik termasuk dalam hal ini
perpustakaan, laboratorium, ruang diskusi dan ruang kuliah.
Fasilitas fisik tersebut harus dievaluasi secara berkala dan selalu
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan
pendidikan disiplin ilmu terkait.

Kerjasama Tim Klinik

6.3.1.

6.3.2.

Program pendidikan klinik harus dapat memberikan
pengalaman kerjasama dengan peserta didik lain dari berbagai
disiplin ilmu kesehatan yang berbeda sebagai suatu tim.

Proses pendidikan harus mampu memberikan kesempatan
kerjasama tim baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan
tim.

Teknologi Informasi

6.4.1.

6.4.2.

IPDS harus memiliki dan mengembangkan fasilitas teknologi
informasi yang memadai bagi staf dan peserta didik.

Seluruh civitas academica dapat memanfaatkan fasilitas
teknologi informasi yang ada untuk menunjang pelaksanaan
program pendidikan.
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6.5. Fasilitas Penelitian

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

Kegiatan penelitian merupakan bagian integral dari proses
pendidikan.

Setiap peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan
penelitian.

I[PDS menyediakan fasilitas penelitian yang memadai dan
membentuk kerjasama kegiatan penelitian antar-institusi,
sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik.

6.6. Pakar Pendidikan

6.6.1.

6.6.2.

IPDS dapat memanfaatkan tenaga pakar disiplin ilmu lain
dalam proses dan pengembangan pendidikan.

Pemanfaatan tenaga pakar tersebut dimaksudkan untuk
menunjang pencapaian tujuan pendidikan.

6.7. Pertukaran Staf

6.7.1.

6.7.2.

[PDS mempunyai kebijakan dalam pertukaran staf akademik
dan peserta didik dengan institusi pendidikan lain, dalam rangka
memenuhi kelengkapan proses pendidikan termasuk transfer
kredit.

IPDS harus pula berupaya menciptakan peluang pertukaran staf
akademik atau peserta didik secara nasional, regional atau
internasional dalam upaya tercapainya visi, misi dan tujuan
pendidikan.

7. Evaluasi Program

7.1. Mekanisme Evaluasi Program

7.1.1.

[PDS bersama dengan Kolegium menciptakan mekanisme
evaluasi program pendidikan, tercakup dalam hal ini ialah
monitoring proses pendidikan, menilai kemajuan proses
pendidikan dan kelengkapan fasilitas pendidikan.
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7.1.3.
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Evaluasi pelaksanaan pendidikan dokter spesialis dilakukan
secara berkala termasuk evaluasi seleksi masuk, proses dan
lulusan pendidikan.
Evaluasi dilakukan oleh IPDS bersama dengan Kolegium terkait.
7.1.3.1. Evaluasi hasil seleksi masuk dikaitkan dengan proses
pendidikan peserta didik yang bersangkutan
7.1.3.2. Evaluasi program dilaksanakan dengan sistem
evaluasi yang sahih dan dapat diandalkan. Keikut
sertaan pakar pendidikan kedokteran akan sangat
membantu pelaksanaan evaluasi.

7.1.3.3. Dalam evaluasi harus dapat diidentifikasi masalah
yang dapat menghambat kelangsungan proses
pendidikan.

7.1.3.4. Evaluasi yang dilakukan mencakup organisasi
pendidikan, sarana dan prasarana serta lingkungan
pendidikan.

7.1.3.5. Penilaian dan informasi tentang kompetensi lulusan
digunakan sebagai umpan balik pengembangan
proses pembelajaran.

7.2. Umpan Balik dari Pendidik dan Peserta Didik

7.3.

7.2.1. Setiap IPDS mengembangkan sistim yang menjamin terjadinya
mekanisme umpan balik.

7.2.2. Umpan balik kualitas program pendidikan yang berasal dari
pendidik dan peserta didik hendaknya dianalisis dan
dimanfaatkan secara maksimal.

7.2.3. Pendidik dan peserta didik secara aktif diikutsertakan dalam
perencanaan pengembangan program pendidikan.

Kinerja Peserta Didik

7.3.1. Kinerja dan kompetensi peserta didik dievaluasi dalam kaitannya
dengan pencapaian misi dan tujuan program pendidikan.

7.3.2. Penilaian dan analisis kinerja peserta didik juga dikaitkan dengan

proses penerimaan peserta didik untuk mendapatkan umpan
balik dalam pelaksanaan tata cara penerimaan peserta didik.

14
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Penilaian kinerja mencakup pula lama pendidikan, nilai evaluasi
selama proses pendidikan serta hasil-hasil dalam menjalani
modul-modul pendidikan.

7.4. Kewenangan dan Pemantauan Program Pendidikan

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

IPDS mendapat kewenangan melaksanakan program
pendidikan dari Dekan/Rektor setelah mendapat ijin dari
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan
rekomendasi KKI.

IPDS secara berkala akan dipantau dan dievaluasi oleh
kolegium yang bersangkutan

[PDS diakreditasi oleh lembaga yang berwenang melalui sistem
yang ditetapkan.

7.5. Keterlibatan Stakeholders

Evaluasi program melibatkan penyelenggara program, staf administrasi
pendidikan, staf akademik, mahasiswa, otoritas pelayanan kesehatan,
wakil atau tokoh masyarakat serta organisasi profesi.

8. Penyelenggara Program dan Administrasi Pendidikan

8.1. Penyelenggara Program

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Program pendidikan harus dilaksanakan sesuai peraturan yang
diterbitkan oleh kolegium tentang struktur, isi, proses dan
keluaran.

Pada akhir pendidikan peserta didik mendapatkan tanda
kelulusan berupa ijazah dari IPDS dan sertifikat kompetensi dari
Kolegium sebagai pengakuan resmi atas kompetensi sesuai
bidangilmunya.

Program pendidikan, institusi pendidikan dan staf pengajar
harus dinilai secara berkala dan berkesinambungan oleh
Kolegium.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan secara internal
menjadi tanggung jawab IPDS.
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8.3.

8.4.

8.5.
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Kepemimpinan Profesional

8.2.1. KPS bertanggung jawab terhadap terlaksananya program
pendidikan.

8.2.2. Kepemimpinan KPS dievaluasi secara berkesinambungan oleh
atasan langsung.

Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya

8.3.1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip
keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.

8.3.2. Pendanaan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah, masyarakat dan sumber lain.

8.3.3. Anggaran pendidikan untuk mendukung tercapainya misi dan
tujuan program pendidikan dikelola secara transparan dan
akuntabel.

Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi penyelenggara program pendidikan mempunyai
kualifikasi yang sesuai untuk mendukung implementasi dan manajemen
yang baik atas semua sumber daya.

Regulasi dan Persyaratan

8.5.1. KKI bersama kolegium dan perhimpunan profesi menetapkan
jenis dan jumlah spesialisasi dan subspesialisasi serta pakar
kedokteran lain yang dibutuhkan.

8.5.2. KKI bersama kolegium dan perhimpunan profesi terkait juga
menyelesaikan permasalahan lintas spesialisasi yang timbul
akibat perkembangan spesialisasi dan subspesialisasi (termasuk
duplikasi isi kurikulum)
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9. Perbaikan Berkesinambungan

9.1. Pendidikan dokter spesialis bersifat dinamis, dengan demikian program
pendidikan harus dievaluasi secara prospektif, berkala dan
berkesinambungan. Komponen program yang dievaluasi meliputi
struktur, fungsi, proses, kinerja dan mutu program.

9.2. Perbaikan program pendidikan hendaknya berdasarkan analisis hasil
evaluasi yang dilakukan terhadap program sehingga perbaikan yang
dilakukan selalu mempertimbangkan pengalaman terdahulu, aktivitas
saat ini dan perspektif di masa datang.

10. Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur di dalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian
sesuai dengan ketentuan dan perkembangan kondisi pada saat tertentu.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 17




KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

BAB III
PENUTUP

Peningkatan derajat kesehatan untuk setiap anggota masyarakat merupakan
tujuan utama dari pendidikan kedokteran. Guna menjamin tercapainya tujuan
tersebut setiap lembaga yang terlibat dalam pendidikan kedokteran hendaknya
memiliki dan menerapkan standar yang telah ditetapkan sehingga seluruh proses
pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis merupakan suatu instrumen yang
dapat dipergunakan oleh IPDS dan stakeholders dalam rangka penjaminan mutu.
Standar pendidikan dapat dipergunakan untuk menilai input, proses dan output
program pendidikan sesuai kompetensi yang ditetapkan. Selain itu standar
pendidikan dapat pula dipergunakan untuk kepentingan evaluasi diri dalam
rangka perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara
berkelanjutan.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis ini masih bersifat umum dan
merupakan acuan dalam menyusun standar pendidikan spesialis dan subspesialis
(spesialis konsultan) dari masing-masing cabang ilmu. Setiap kolegium wajib
menyusun standar pendidikan dan standar kompetensi yang lebih rinci sesuai
dengan cabang ilmu masing-masing, disertai indikator kinerja yang terukur untuk
menilai kinerja penyelenggara program, dalam rangka mendapatkan pengesahan
Konsil Kedokteran Indonesia.

Dengan diberlakukannya Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis, diharapkan
pemantauan dan evaluasi pendidikan dokter spesialis dan subspesialis (spesialis
konsultan) dapat dilakukan secara berkesinambungan, untuk menjamin mutu
pendidikan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kolegium diberi waktu untuk menyelesaikan standar pendidikan dan standar
kompetensi dokter spesialis dalam waktu 6 bulan setelah Standar Pendidikan
Profesi Dokter Spesialis ini disahkan oleh KKI.
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